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ABSTRAK : - Pembangunan perumahan dan permukiman yang baik dengan 

memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas merupakan 

kebutuhan hidup dalam mencerminkan eksistensi masyarakat Kota 

Bandung sebagai teladan dalam bidang kebersihan, kemakmuran, 

ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan. Pemerintah Kota Bandung perlu 

menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan 

dan permukiman yang memadai agar sesuai dengan dinamika 

peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota 

dan daya dukung lingkungan kota untuk mewujudkan tertib aset dan 

administrasi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam 

melakukan kegiatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

   

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; 

UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; 

PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kota 

Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 18 Tahun 2011. 

   

  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai ketentuan umum, 

asas dan tujuan pengaturan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan 

sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman, kewenangan 

Pemerintah Daerah, Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan 

Perumahan dan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan 

Industri dan Pergudangan, Tata Cara dan pelaksanaan Penyerahan Sarana, 

Prasarana dan Utilitas, dan Pengelolaan Sarana, Prasarna dan Utilitas 

serta Ketentuan Pidana. 

   

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2013.  

- Dengan berlakunya Perda ini maka Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang 

telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) tahun sejak Peraturan Daerah 

ini mulai berlaku. 

- Penjelasan: - 

 


